
BUPATI SUMENEP 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SUMENEP 
NOMOR ~ TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP 
NOMOR 40 TAHUN 2019 

TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN 

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUMENEP, 

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan 
kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan 
pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta 
menyesuaikan perkembangan kebutuhan masyarakat 
dalam menghadapi dan menangani bencana, maka 
rincian ruang lingkup kegiatan pembangunan sarana, 
prasarana dan pemberdayaan masyarakat perlu 
ditambah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu melakukan Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Sumenp Nomor 40 Tahun 
2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan yang dituangkan dalam suatu Peraturan 
Bupati Sumenep. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398}; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6206); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 



Menetapkan 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
187 /PMK.07 /2018 tentang Tata Cara Penyaluran 
Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1832); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 
2018 tentang Kegiatan, Pembangunan Sarana Dan 
Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat 
di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 139); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
249); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
101/PMK.07 /2020 tentang Penyaluran dan 
Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866); 

17. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 40 Tahun 2019 
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Kegiatan 
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan 
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita 
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Nomor 41). 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP 
NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN 
PEMBANGUNAN SARAN A DAN PRASARANA 
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI 
KELURAHAN. 



Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati 
Sumenep Nomor 40 Tahun 2019 ten tang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana 
dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat 
di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 
2019 Nomor 41), diubah sebagai berikut: 
A. Ketentuan pada Huruf a, Angka 1. Huruf C diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 
1. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana 

Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan 
sosial dasar yang berdampak langsung pada 
meningkatnnya kualitas hidup masyarakat, 
meliputi: 
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan 
pemukiman, meliputi: 
• Jaringan air minum; 
• Drainase dan selokan; 
• Sarana pengumpulan sampah dan sarana 

pengolahan sampah; 
• Sumur resapan; 
• Jaringan pengelolaan air limbah domestik 

skala pemukiman; 
• Alat pemadam api ringan; 
• Pompa kebakaran portabel; 
• Penerangan lingkungan pemukiman; 
• Pengecatan sarana prasarana lingkungan 

pemukiman; 
• pengerukan atau normalisasi saluran air; 

dan/tau 
• Sarana prasarana lingkungan pemukiman 

lainnya. 

B. Ketentuan pada Huruf c, Angka 1. Huruf C diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 
c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, 
meliputi: 
• Mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal; 
• Pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan 

terpadu; 
• Alat penyemprot dan bahan pembuat 

disinfektan; 
• Alat dan bahan pendukung fasilitas cuci tangan 

umum, seperti sabun cuci tangan, 
handsanitizer, lap bersih, dan alat/bahan 
pendukung lainnya; 

• Alat pengaman diri berupa masker dan sarung 
tangan; 

• Termometer inframerah; dan/ atau 
• Sarana prasarana kesehatan lainnya. 



C. Ketentuan pada Huruf a, Angka 2. Huruf C diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 
2. Kegitan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 

digunakan untuk peningkatan kapasitas dan 
kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan 
mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri, 
meliputi: 
a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 

masyarakat, meliputi: 
• Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat; 
• Keluarga Berencana; 
• Pelatihan kader kesehatan masyarakat; 
• Pelatihan kesehatan kepada masyarakat oleh 

Kader kesehatan di kelurahan setempat; 
dan/atau 

• Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan 
masyarakat lainnya. 

D. Ketentuan pada Huruf d, Angka 2. Huruf C diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 
d. Pengelolaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan 

meliputi: 
• Pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 

Kelurahan; 
• Penyelenggaraan pelatihan/pembinaan kepada 

masyarakat oleh Ketua RT /RW di wilayah 
RT /RW setempat; 

• Penyelenggaraan pelatihan/ pembinaan oleh 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
kepada masyarakat di kelurahan setempat; 
dan/atau 

• Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan 
lainnya. 

E. Ketentuan pada Huruf f, Angka 2. Huruf C diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 
f. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam 

menghadapi bencana serta kejadian luar biasa 
lainnya melipu ti : 
• Penyediaan layanan informasi tentang bencana; 
• Bantuan Langsung Tunai Kelurahan yang 

selanjutnya disingkat BLT Kelurahan adalah 
pemberian uang tunai kepada keluarga miskin 
atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari 
Dana Kelurahan untuk mengurangi dampak 
ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19); 

• Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam 
menghadapi bencana; 

• Pelatihan tenaga sukarela untuk penanganan 
bencana; 



• Edukasi manajemen proteksi kebakaran; 
dan/atau 

• Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang 
lainnya. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Sumenep. 

31014 

Ditetapkan di : Sumenep 
pada tanggal : 2 1 JAN 2021 

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si 


